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PERATURAN DAERAHN KABUPATEN EAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTARG
PEMEBENTUXAN DAN SUSUNAN PERANGEKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI HAPUAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19353 Nomor 9) scbagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lemnbaran Negara Republik Indonesia Taliun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

T R e, 1 T . NG TR, (N, e
Indonesia Tahun 2004 Nomor S,Tambahan Lémbarai

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lecmbaran Negara Republik
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Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
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Uudang—{}ndaug Nomor 25 Tanun 2005 teniang relayanau
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 12 & Tahun 2011 tentang
Fembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Leinbarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5499);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1554 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Pemeriniah Nomor 100 Tahun 2600 ileniang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ileniang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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i4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Uengan Fersetujuan Bersaina
DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
e
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSEAN !

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
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SUSUNAN FERANGEAT DAERAH.

BAB I
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Pasal 1

ain Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengait .
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.

Pemmeriniah Daeranh adalah kepala daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupall adaiah Bupall Kapuas.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yang seianjuinya disingkai DPRD adalal
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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navupaten napuas.

. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
1. Dinas Dacrah adaiah Dinas Daeran Kabupaien Kapuas.
. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kapuas.

. Unii Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana ieknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari
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FEMBENTUEAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan  Peraturan Daeraln il dibentuk Perangkat Daerah dengan susunas
sebagai berikut :
Sekre

Sekretariat Daerah merupaka tariat Daerah Tipe A:

n
Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

1 - y E 1 .
at Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
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d. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari :

L. Dinas Fendidikan T upc A meu_yl“lénggdfanau wiriasaii pe**ierintahaﬂ bidang

Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

4. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pol PP} dan Sub Urusan Kebakaran;

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintanan bidang
Sosial;
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Dinas Pemberdayazan Perempuan, Pelindungan Anak, pr‘-ﬂoenﬁai_ s
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Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakam urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
dan bidang Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berenceana,

Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
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hidang Pangan;

8. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian, bidang Perkebunan, bidang Peternakan dan bidang
Penyuluhan Pertanian;

9. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Tenaga Kerja;
10. Dinas Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
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11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintanann bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaaly;

13. Dinas Li ngkungan Hidup Tipc A menvelenggara’kan urusan pemerintahan

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa;
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Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan
uwiusan peimerintahan bidang Kebudayaain, bidang Pemuda dan Glahraga
serta bidang Pariwisata;

Dinas Perhubungan Tipe € menyeslenggarakan unrusan pemerintahan

bidang Perhubungan;

Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kelautan dan Perikanan;

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintainan bidang Perdagangai,
bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urisan

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian
dan bidang Statistik;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Tipe B
menyelenggaralkan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Badan Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitan dan
Pengembangan;

Badan Kepegawalan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan;

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanaken: [ungsi
penunjang Keuangan.
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Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan
ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari :
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Kecamnatan Basarang dengan Tipe A,
Kecamatan Bataguh dengan Tipe A;
Kecamatan Dadahup dengan Tipe A;
Kecamatan Kapuas Barat dengan Tipe A;
Kecamatan Kapuas Hilir dengan Tipe A;
Kecamatan Kapuas Hulu dengan Tipe Al
Kecamatan Kapuas Kuala dengan Tipe A;
Kecamatan Kapuas Murung dengan Tipe A;

- . - . =~ 1 A -
Kecamatan Kapuas Tengah dengan Tipe A;

Kecamatan Kapuas Timur dengan Tipe A
Kecamatan Mandau Talawang dengan Tipe A;
Kecamaian Mantangai dengan Tipe A;
Kecamatan Pasak Talawang dengan Tipe A;
Kecamatan Pulau Petak dengan Tipe A;
Kecamatan Selat dengan Tipe A;

Kecamatan Tamban Catur dengan Tipe A;
Kecamatan Timpah dengan Tipe A.
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Pasal 4

Releutuan lebilr lanjut mengenal kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fun‘gsu serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasgl B

Dalaimn menetapkan Besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Dacral, Bupat
harus memperhatikan asas :
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1)

2)

intensitas Urnsan Pemerintahan dan pofensi Dasrah;
Efisiensi;

Efektivitas;

T mame T e el am T e B o by i e s
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Rentang kendali;

Tata kerja yang jelas;dan

Fleksibilitas.

BAB I
PEMBERNTUKAN UPT

Fasai ©
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
aIPT),

UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Paaal 7

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
Kabupaten di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah

Kabupaten.
Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasai 8
Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Kabupaten di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan
unit layanan yang bekerja sccara profesional.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Socemarno Sosroatmodjo Kabupaten
Kapuas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampar dengan
Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit
Daerah diundangkan.

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018,

Pasal 9

Pada saatl Peraturan Daerah inl mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk telap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang
pembentukan UPT yang baru.
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‘ (1} Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2} Stal Ahli berada di bawall dai bertanggungjawab kepada Bupal dan sccara
administratif dikoordinasikan oieh Sekretaris Daerah.

(3 S¢af Ahl sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 {hga)

Staf Ahli.
(4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
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Pasai 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati sesus dengan peraturan pen 1ﬁr§9ﬂg—nﬁdsaﬂgs:m
eh Bupatt sesuat dengan peraturan perandang-uncangan.
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(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
Kesatuian Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan QOrganisas:
dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan Uiusai pemeiintahan umuaia diundangkaii.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Palitilkk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut
hanva melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan

Thx T3 T
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Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa

-

dan Politikk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihehankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
' undangan  mengenai  pelaksanaan  urusan pemerintahan  umum
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Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan Aparatur dan Sarara
Prasarana yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, Tipe Perangkat Daerah dapat

diturunkan deri hasil pemetaan.
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PENJELASAN
FERATURAN DAERAH HABUPATEN HAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTARG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGHAT DAERAH

FENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, membawa perubahan yang signilikain lerhadap pembentukai
Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran
{(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di
Daerah Kabupaten Kapuas. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan
organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektii, dan
efisien.

Pengelompokkan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu
Kepala Daerah (strategic eapex), Sekretaris Daerah (middie line), Dinas
Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf
inti {operating core) serta Sekterariat Daerah/fungsi fasilitatif {supporiing
staff) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala
daerah dalam melakanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai
bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan
wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi
penuniang (technostructure) vang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembaniu Kepala Daerah dalam melaksanakan [ungsi pengaiuran dan
pengurusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti
{operating corel.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah
yanig diatur dalain Peraturan Daerali il didasarkan pada asas clisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
Potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibaniu oleh Perangkai Dacrali yauy
terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf
diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam
dinas Daerah dan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang vang khusus
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala dinas, kepala badan, Sekretaris DPRD, inspektur dan kepala
satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
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1’u*1931 Sekretariat Daerah dalam pertanggung Jjawaban tersebut hanyalah
muwc—) utu“@nu.:d ail admitistratil uittuk HDiciinver Lll‘&dbl kebenaran
admzmsi.ram atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepals
dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, Inspektur, dan kepala satuan polisi

pamong praja kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan

Pemerintahan yang diseralikan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan
Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Scjaian dengan pclaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana dimaksud di atas, Pembentukan Perangkat Daerah harus
sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor
keuvangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran
beban tugas sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah
melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daeraln ini menetapkail Perangkat Daerali dalam 3 {tiga)
tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah
didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel
beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum
meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD,dengan bobot
sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yvang merupakan beban

utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-
tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5
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Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah serta Staf Ahli Bupati.

PABAL DEMI PASAT.

Pasal 1

Y e T = O z
CURLLD Jelas.

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jdelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.
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| Pasal ¢

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jeias.
Pasal 12

Curup Jelas.

Pasal 13
] Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jdelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

o -

Cukup Jelas
Pasal 19

Curup Jelas
| Pasal 26
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Cukup Jeias
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